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Tentang

Pengujian Formil Pembentukan Undang-Undang MD3
Dan Pengujian Materiil Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam

Pemohon

Jenis Perkara

Pokok Perkara

Amar Putusan

Pembentukan Undang-Undang

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan UU 7/2014 dianggap bertentangan dengan UUD
1945. Pasal 71 huruf ¢, Pasal 72, Pasal 165, Pasal 166 ayat
(2), Pasal 167 ayat (1), Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1),
Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 224 ayat (5),
Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, Pasal 245 ayat (1), Pasal
249 huruf b, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 276
ayat (1), Pasal 277 ayat (1), dan Pasal 281 sepanjang kata
“pimpinan” UU 17/2014 dianggap bertentangan dengan UUD
1945.

1. Menolak permohonan provisi Pemohon;
2. Permohonan pengujian formil Pemohon tidak dapat
diterima;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
3.1. Pasal 71 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “membahas
rancangan undang-undang yang diajukan oleh
Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR
dan Presiden”;

Pasal 71 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“membahas rancangan undang-undang yang
diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan
mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden;

Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan
undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) beserta naskah akademik disampaikan secara
tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR
dan Presiden”;

Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“Rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD
kepada pimpinan DPR dan Presiden”;

Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik



3.6.

3.7.

3.8.

Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Dalam
melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki
kemandirian dalam menyusun anggaran yang
dituangkan ke dalam program dan Kkegiatan
disampaikan kepada Presiden untuk dibahas
bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”;

Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam
melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki
kemandirian dalam menyusun anggaran yang
dituangkan ke dalam program dan kegiatan
disampaikan kepada Presiden untuk dibahas
bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.

Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan
undang-undang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik
disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD
kepada pimpinan DPR dan Presiden”;

Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“Rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah
akademik disampaikan dengan surat pengantar
pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan
Presiden™;



4. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) tidak dapat diterima;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya;

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Tanggal Putusan . Selasa, 22 September 2015.
Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah sebagai lembaga negara yang berdasarkan Pasal 22D UUD 1945
memiliki kewenangan legislasi. Pemohon dirugikan karena ditiadakannya wewenang
konstitusionalitas Pemohon untuk ikut serta dalam proses pembentukan UU 17/2014.
Terhadap permohonan materii, Pemohon merasa dirugikan karena dikuranginya kewenangan
Pemohon untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang tercantum dalam Pasal 166
ayat (2), Pasal 167 ayat (1), Pasal 276 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014,
dikuranginya kewenangan Permohon untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang,
tercantum dalam Pasal 71 huruf ¢, Pasal 165 dan Pasal 166, Pasal 170 ayat (5), Pasal 171
ayat (1), dan Pasal 249 huruf b UU 17/2014 dan dikuranginya kewenangan Pemohon dalam
kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah (territorial representative) tercantum
dalam Pasal 72, 174 ayat (1), Pasal 174 ayat (4), Pasal 174 ayat (5), Pasal 250 ayat (1), Pasal
245 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 281, Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) UU 17/2014.

Terkait dengan kewenangan Mahkamabh, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon
adalah penguijian formil dan materiil undang-undang in casu UU 17/2014 terhadap UUD 1945,
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, berdasarkan dalil Pemohon
tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana
diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon dirugikan kewenangan konstitusionalnya oleh
berlakunya UU 17/2014. Kerugian kewenangan konstitusional Pemohon tersebut bersifat
spesifik dan aktual, serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya UU 17/2014, serta adanya kemungkinan apabila permohonan
Pemohon dikabulkannya maka kerugian kewenangan yang didalilkan tidak lagi terjadi.
Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan a quo.

Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan permohonan provisi (putusan sela)
kepada Mahkamah agar menunda pemberlakuan UU 17/2014 sampai Mahkamah Konstitusi
memberikan putusan akhir terhadap pokok perkara permohonan. Terhadap permohonan
provisi tersebut, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dalam perkara
pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah tidak mempunyai
kewenangan untuk menjatuhkan putusan provisi (putusan sela) kecuali dalam hal-hal tertentu
berdasarkan pertimbangan mendasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang
mendesak serta tidak mengganggu proses dan mekanisme penyelenggaraan negara.
Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan
tersebut. Oleh karena itu, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, menurut Mahkamah pengujian
formil UU 17/2014 yang dimohonkan Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam
Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, yang pada dasarnya
menolak permohonan Pemohon, sehingga pertimbangan dalam putusan Mahkamah tersebut
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mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian
permohonan Pemohon dalam pengujian formil tidak dapat diterima.

Terhadap permohonan pengujian materiil, Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-
X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, telah memutus Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009, yang
amarnya menyatakan, "Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Rancangan Undang-
Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari
DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada
Presiden”. Sekalipun Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret
2013, telah menyatakan Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945,
namun pembentuk Undang-Undang dalam melakukan penggantian UU 17/2014 tidak
memasukkan putusan Mahkamah bahwa rancangan Undang-Undang tersebut selain
disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, seharusnya
rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik
yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR
dan Presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 166 ayat (2)
UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Undang-
Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari
DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 yang menyatakan,
“Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR”, menurut Mahkamah pokok
permohonan a quo tidak jelas dan kabur karena Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan
"Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR” yang dimohonkan pengujian oleh
Pemohon tidak ada dalam UU 17/2014 karena Pasal 167 UU 17/2014 tidak diikuti oleh ayat,
melainkan hanya norma tunggal yang menyatakan, “Penyebarluasan rancangan undang-
undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dilaksanakan oleh DPD”.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil mengenai Pasal 167 ayat (1)
UU 17/2014 kabur atau tidak jelas.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014, bahwa benar DPD
berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewenangan dapat mengajukan
kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun kewenangan DPD dimaksud bukan tanpa
aturan, melainkan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun rencana program
rancangan Undang-Undang untuk diajukan kepada DPR agar dapat dimasukkan dalam
program legislasi nasional. Mekanisme demikian harus ditempuh sebab selain untuk
mempersiapkan anggaran, juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan
perancangan Undang-Undang termaksud dan untuk mengukur tingkat keberhasilan DPD
dalam menyusun rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Oleh karena itu, DPD mengajukan usulan rancangan undang-undang tertentu
sebelum ditetapkan prolegnas oleh DPR dan Presiden. Syarat pengajuan rancangan undang-
undang oleh DPD harus sesuai dengan program legislasi nasional bukan merupakan
pembatasan terhadap kewenangan DPD dalam penyampaian rancangan undang-undang
sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketentuan tersebut juga
telah sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan, Rancangan Undang-
Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang
yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Dengan demikian, menurut
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Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014 tidak
beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014, menurut
Mahkamah mekanisme panyampaian rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik
dari DPD harus disamakan dengan mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang
sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini, yakni rancangan Undang-Undang
beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan
DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014
beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf ¢ UU 17/2014, Pasal 22D ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa DPD mempunyai kewenangan dapat
mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta membahas rancangan
Undang-Undang a quo. Kewenangan tersebut tidak disebutkan ataupun dimasukkan menjadi
kewenangan DPR dalam Pasal 71 huruf ¢ UU 17/2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah
Pasal 71 huruf c UU 17/2014 harus dimaknai, “membahas rancangan undang-undang yang
diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah, sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 71
huruf ¢ UU 17/2014 beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014, menurut
Mahkamah permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar, melainkan merupakan permohonan kepada
Mahkamah untuk merumuskan norma baru dalam suatu Undang-Undang sebab Pemohon
dalam permohonan a quo dengan tegas mempermasalahkan Pasal 165 dan Pasal 166 UU
17/2014 yang tidak mengatur kewenangan DPR untuk menyampaikan rancangan yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada pimpinan DPD dan Presiden.
Berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan
Pemohon merupakan tambahan rumusan norma baru suatu Undang-Undang yang bukan
merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan dari pembentuk Undang-
Undang. Dengan demikian permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 166 UU 17/2014, menurut Mahkamah bahwa
Pemohon dalam petitumnya hanya memohon Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memohon
kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 166 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU
17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
maka Mahkamabh tidak perlu mempertimbangkan ayat dalam pasal a quo.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan
dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal a quo telah mendelegitimasi kewenangan
konstitusional Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan undang-undang, menurut
Mahkamah, pasal tersebut tidak dapat diartikan mendelegitimasi kewenangan Pemohon
karena hal tersebut mengatur tentang apakah DPD menggunakan atau tidak menggunakan
haknya untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mininya dalam proses pembicaraan
tingkat | tergantung pada DPD sendiri dan proses tersebut harus tetap berjalan walaupun DPD
tidak menggunakan haknya. Seandainya proses ini tidak dapat dilanjutkan karena DPD tidak
menggunakan haknya maka hal tersebut justru menghambat proses pembahasan suatu
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Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil
Pemohon mengenai Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan
dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal a quo hanya memberikan kesempatan
kepada Pemohon (DPD) untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan
rancangan Undang-Undang. Permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah
untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang a quo telah dinilai dan dipertimbangkan
dalam paragraf [3.18.2] putusan ini, sehingga mutatis mutandis pertimbangan Mahkamah
tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah terhadap dalii Pemohon mengenai
Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014, ketentuan
yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut sudah tercakup dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014
frasa “ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a”. Frasa “ikut membahas” mengandung pengertian umum, yakni ikut
membahas rancangan undang-undang, baik yang diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD.
Selain itu, menurut Mahkamah, memaknai pasal a quo harus juga mengaitkan dengan Pasal
71 huruf ¢ UU 17/2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil
Pemohon mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014 tidak beralasan menurut hokum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014, permohonan Pemohon yang
memohon kepada Mahkamah untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang a quo
telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.18.2] putusan ini, sehingga mutatis
mutandis pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah
terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014, sehingga permohonan Pemohon
tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (1) UU 17/2014, Kapasitas DPD
(Pemohon) terhadap rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama hanya
sebatas “memberikan pertimbangan”. Mahkamah dalam Putusan 92/PUU-X/2012, bertanggal
27 Maret 2013, dalam paragraf [3.18.5] telah menafsirkan frasa “memberikan pertimbangan”,
menurut Mahkamah norma Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang a quo mengenai pertimbangan
DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
disampaikan sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Presiden adalah
sudah tepat sebab kewenangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut hanya sebatas
memberikan pertimbangan dan tidak ikut membahas rancangan undang-undang, sehingga
tidak ada relevansinya sama sekali apabila pertimbangan DPD tersebut diberikan pada saat
pembahasan antara DPR dan Presiden sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh
karena itu, UUD 1945 sengaja membedakan antara pertimbangan dengan persetujuan,
apalagi Indonesia tidak menganut sistem bikameral sesuai dengan bentuk negara Indonesia
yaitu negara kesatuan. Hendaklah senantiasa disadari bahwa lembaga perwakilan di
Indonesia tidaklah menganut model bikameral. Lembaga perwakilan di Indonesia menurut
UUD 1945, juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. Baik DPR maupun DPD
adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang, dan fungsinya telah ditentukan dalam
UUD 1945. DPR merupakan representasi perwakilan rakyat, sedangkan DPD adalah
representasi perwakilan daerah. Secara historis, DPD tidak pernah dirancang dan diniatkan
sebagai senat seperti misalnya yang dikenal di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, anggota DPD
bukanlah senator. Tugas, wewenang dan fungsi DPD sama sekali berbeda dengan tugas,
wewenang, dan fungsi senat dalam lembaga perwakilan yang merupakan model bikameral.
Secara historis, kelahiran DPD adalah perluasan tugas, wewenang, dan fungsi utusan daerah
yang dikenal pada masa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Karena itu, hamanya
sempat diusulkan sebagai Dewan Utusan Daerah. Semangat yang melandasi pembentukan
DPD adalah semangat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan cara
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memberikan kewenangan kepada wakil-wakil daerah (anggota DPD) untuk turut ambil bagian
dalam pengambilan putusan politik tertentu sepanjang berkenaan dengan daerah.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014, menurut
Mahkamah pengaturan mengenai pembatasan waktu 30 hari kepada DPD untuk memberikan
pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama seharusnya
dapat memberikan motivasi kepada DPD untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Selain itu,
pembatasan waktu demikian bukan merupakan alasan konstitusionalitas norma berlakunya
Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 sebab terkait kewenangan DPD tersebut, konstitusi tidak
mengatur kapan pertimbangan tersebut disampaikan kepada DPR. Artinya pengaturan batas
waktu tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk
mengaturnya. Dengan demikian Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 tidak bertentangan dengan
UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (5) UU 17/2014 oleh karena Pasal
174 ayat (4) UU 17/2014 telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah maka dengan
sendirinya Pasal 174 ayat (5) UU 17/2014 juga konstitusional sebab keberadaan Pasal 174
ayat (5) tersebut berkait erat dengan Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014. Berkenaan dengan dalil
Pemohon tentang Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf
d, dan Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk
memberlakukan kembali norma pasal dalam suatu Undang-Undang yang sudah diganti
dengan Undang-Undang yang baru, kecuali dalam hal Undang-Undang tersebut dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat yang dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum. Selain itu, kalaupun
yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1),
Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 sebagaimana dalam petitum Pemohon,
menurut Mahkamah, Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, dan Pasal 239 ayat
(2) huruf d UU 17/2014 sama sekali tidak mengatur DPD, melainkan mengatur mengenai DPR.
Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 224 ayat
(5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, dan Pasal 252 ayat (4) UU
17/2014 tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014, menurut
Mahkamah, prinsip yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012,
bertanggal 27 Maret 2013 adalah menekankan kewenangan antara DPD, DPR, dan Presiden
dalam mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Keberadaan Pasal 250 ayat (1) UU
17/2014 sangat berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D
UUD 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan
DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan dan membahas rancangan Undang-Undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Agar DPD dapat bekerja
secara maksimal dalam menjalankan kewenangan tersebut maka harus didukung dengan
ketersediaan anggaran yang cukup. Meskipun keberadaan DPD setara dengan DPR,
Presiden, MK, MA, BPK, dan KY, secara kelembagaan, namun fungsi, tugas, dan
kewenangannya sangat berbeda. Demikian pula dengan jumlah keanggotaan DPR dan DPD.
Oleh karena itu, kebutuhan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan
antara DPR dan DPD. Namun demikian, adalah hal yang wajar apabila Undang-Undang
memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan DPD secara mandiri untuk menyusun
dan mengajukan anggaran masing-masing lembaga sesuai dengan rencana kerjanya masing-
masing. Walaupun DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggarannya, hamun tetap
ditentukan oleh kemampuan keuangan negara sesuai dengan pembahasan oleh Presidan
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bersama DPR. Sebab yang memiliki hak anggaran adalah DPR yang dibahas bersama
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 beralasan
menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 281 UU 17/2014 menurut Mahkamah,
rumusan norma yang termuat dalam Pasal 281 UU 17/2014 berbeda dengan rumusan norma
dalam Pasal 22D UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf ¢ UU 17/2014, dapat disimpulkan
bahwa Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf ¢ UU 17/2014 mengatur
bahwa pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama disampaikan kepada DPR, namun Pasal 281 UU 17/2014 mengatur bahwa
pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agama disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembentuk konstitusi dalam merumuskan Pasal
22D ayat (2) UUD 1945 tidak menyebutkan “pimpinan DPR” karena pertimbangan rancangan
Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama diberikan oleh kelembagaan DPD,
bukan ‘pimpinan kelembagaan DPD”. Meskipun rumusan Pasal 281 UU 17/2014 berbeda
dengan rumusan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, justru adalah dalam rangka bagaimana tata
cara penyampaian pertimbangan rancangan dimaksud dari DPD sampai ke DPR, haruslah
melalui pimpinan kedua lembaga sehingga tidak mengurangi makna yang tercantum dalam
Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada pimpinan DPR haruslah dimaknai bahwa
pimpinan DPR adalah mewakili kelembagaan DPR. Tidaklah mungkin pertimbangan tersebut
diberikan oleh DPD kepada DPR tanpa melalui pimpinan DPR. Oleh karena itu, Pasal 281 UU
17/2014 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon
mengenai Pasal 71 huruf ¢, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU
17/2014 beralasan menurut hukum, namun Mahkamah tidak serta merta menyatakan pasal a
guo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena
apabila hal tersebut dilakukan justru akan menyebabkan kekosongan hukum yang akan
merugikan Pemohon. Dalam amar putusan Mahkamah kemudian menyatakan:

1. Menolak permohonan provisi Pemohon;
2. Permohonan pengujian formil Pemohon tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

3.1. Pasal 71 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “membahas rancangan undang-undang
yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan
DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”;

3.2. Pasal 71 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

“membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau
DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama
antara DPR dan Presiden;

Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh
pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”;

Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah
akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR
dan Presiden”;

Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Dalam melaksanakan wewenang dan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam
menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan
disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke
dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas
bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan
surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”;

10



3.8. Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3)
beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD
kepada pimpinan DPR dan Presiden”;

4. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568) tidak dapat diterima;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Terhadap putusan a quo terdapat dua orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi
Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting
opinion) mengenai Pengujian Formil permohonan a quo sebagaimana pendapat berbeda
(dissenting opinion) dalam perkara 73/PUU-XI1/2014, bertanggal 29 September 2014 sebagai
berikut:

Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu berubah-
ubah dalam setiap Pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan
dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP yang salah satunya menyatakan bahwa
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan
kepastian hukum. Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu
berubah (meskipun hal itu merupakan opened legal policy) telah melanggar asas kepastian
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP karena tidak dapat memberikan
jaminan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya masyarakatnya yang menggunakan
hak pilihnya pada pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat tahun 2014. Masyarakat
pengguna hak pilih tentunya berharap bahwa Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya berasal
dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu lembaga perwakilan, karena
sejatinya partai yang memperoleh suara terbanyak berarti partai tersebut memperoleh
kepercayaan dari sebagian besar masyarakat.

Ketiadaan pengaturan yang rigid dan eksplisit dalam konstitusi melahirkan suatu
konsepsi pilihan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (opened legal policy) yang
memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk menjabarkannya lebih
lanjut. Penjabaran peraturan ini dimungkinkan adanya pilihan kebijakan yang berubah untuk
menyesuaikan perkembangan di dalam masyarakat. Akan tetapi haruslah tetap diingat akan
adanya batasan untuk melakukan perubahan itu, yaitu tidak hanya semata-mata didasarkan
pada kepentingan yang bersifat pragmatis sesaat sesuai dengan kepentingan sekelompok
atau segolongan orang, tetapi haruslah ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi seluruh orang.
Selain itu, ada batasan terhadap jangka waktu perubahan dan pilihan kebijakannya. Jangka
waktu perubahan haruslah mengingat adanya sifat keajegan suatu pengaturan, begitu juga
terhadap pilihan kebijakan haruslah dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang relatif
cukup lama sehingga ada kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengantisipasi
adanya perubahan pilihan kebijakan itu.

Kekuasaan DPR untuk membentuk UU yang diberikan oleh Pasal 20 ayat (1) UUD
1945 tetaplah harus berpegang teguh pada prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. UU 17/2014 adalah UU yang mengatur
kewenangan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif.
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Karena itu, DPR RI ketika membahas, memutuskan dan menetapkan undang-undang yang
mengatur dirinya sendiri harus berpedoman teguh pada prinsip-prinsip hukum universal
sehingga tidak terjadi benturan kepentingan (conflict of interest). Sebagai lembaga negara
yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, DPR RI tidak dapat menghindari
dirinya untuk membuat UU yang terkait dengan kelembagaan, kewenangan, tugas pokok dan
fungsi DPR, sama seperti Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menghindarkan dirinya untuk
memeriksa pengujian undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari
conflict of interest dan tetap menjaga asas hemo judex indoneus in propria (tidak seorangpun
dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) dalam memutuskan norma pada UU a quo ini
penting untuk ditelusuri dan dipastikan apakah badan/lembaga yang memutus terkait
aturan/ketentuan tentang dirinya sendiri tersebut telah melakukannya sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum, menjaga imparsialitas, mengesampingkan kepentingan dirinya dan
menempatkan kepentingan publik serta amanat konstitusi di atas kepentingan diri atau
kelompoknya. Untuk menghindari hal tersebut maka menurut saya semestinya perubahan UU
a quo haruslah dilakukan jauh sebelum diketahuinya hasil pemilihan umum lembaga
perwakilan rakyat tahun 2014. Bahwa UU 17/2014 dilihat dari perspektif tujuan
pembentukannya dan materi muatannya, khususnya terkait kewenangan DPD, sangat lah
tidak memperhatikan apalagi mengindahkan Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012,
bertanggal 27 Maret 2013 yang telah merekontruksi kembali kewenangan DPD sesuai dengan
UUD NRI Tahun 1945, namun pembentuk undang-undang belum mengakomodir materi
muatan tentang kewenangan DPD sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam
putusan tersebut, sehingga DPD mengajukan kembali pengujian formil dan materil UU
17/2014 atas permasalahan konstitusional yang sama dan telah diregistrasi dalam Perkara
Nomor 79/PUU-XI1/2014, khususnya terkait kewenangan DPD. Selain itu, pembentukan UU
17/2014 yang baru juga tidak mengakomodir syarat keterwakilan perempuan (affirmative
action) sebagaimana tertuang dalam UU 17/2014 sebelumnya sehingga tidak mengindahkan
Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008 dan Putusan
Mahkamah Nomor 20/PUU-XI1/2013, bertanggal 12 Maret 2014 (yang telah disidangkan dalam
sidang pleno bersamaan dengan permohonan Nomor 73/PUU-XI/2014). Dengan demikian,
menurut saya, UUD 17/2014 sejak kelahirannya mengalami cacat baik secara formil
pembentukannya maupun secara materiil materi muatannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa
seharusnya permohonan Pemohon mengenai pengujian formil maupun materiil UU a quo
dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Pembentukan Undang-Undang haruslah memenuhi asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik, antara lain, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat dan asas keterbukaan [vide Pasal 5 huruf b dan huruf g UU 12/2011]. Yang dimaksud
dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah, “bahwa setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk
Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut
dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat
yang tidak berwenang”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah,
“bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat
transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan
Perundang-undangan”.

Dari fakta persidangan bahwa UU 17/2014 khususnya Pasal 84 tidak pernah masuk
dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya, namun tiba-tiba masuk dalam DIM
perubahan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah diketahui komposisi hasil Pemilu, dengan
demikian jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka produk hukum tersebut
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dibentuk tidak berdasarkan hukum akan tetapi karena kepentingan politis semata.
Memperhatikan bukti dan fakta persidangan bahwa tidak terdapat keperluan yang mendesak
akan perlunya perubahan terhadap norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
dan apalagi dalam DIM sebelumnya serta dalam Naskah Akademik tidak pernah ada
pembahasan mengenai hal tersebut, oleh karena itu menurut saya pembentukan UU 17/2014
a quo, jelas melanggar UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang merupakan derivasi dari Pasal 22A UUD 1945. Sehingga secara
formil UU 17/2014 tersebut cacat hukum dalam proses pembentukannya;

Terlepas dari masalah yang berhubungan dengan keberadaan Naskah Akademis,

proses pembahasan di DPR, ataupun substansi yang termuat dalam UU 17/2014, saya
menyatakan sebagai berikut:

a.

b.

Pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat, dan asas keterbukaan.

Pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, oleh karena pembentukan UU a
qguo tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasannya, dan juga
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-V1/2008 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI1/2013 yang berkaitan dengan hak-
hak politik perempuan (affirmative action).

Pembentukan UU 17/2014 berdampak terjadinya kerugian konstitusional dari anggota
dan/atau lembaga-lembaga yang eksistensinya diatur dalam UUD 1945 khususnya
dalam pembentukan dan pemilihan Pimpinan lembaga dan alat kelengkapan dalam
MPR, DPR, dan DPD oleh karena pembentukan Undang-Undang tersebut
dilaksanakan setelah proses kontestasi (pemilihan umum) selesai.

Pembentukan UU 17/2014 tidak sesuai dengan prinsip negara yang berdasar atas
hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa permohonan

Pemohon tentang pengujian formil terhadap pembentukan UU 17/2014, seharusnya
dikabulkan dan Undang-Undang a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
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